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Abstrak:
Praktik gadai, sebagai salah satu bentuk muamalah, sering digunakan dalam masyarakat untuk memperoleh pinjaman dengan menyerahkan barang berharga sebagai jaminan. Studi ini menyoroti bagaimana gadai motor, yang semakin populer di Indonesia, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis kualitatif terhadap literatur hukum Islam dan fatwa-fatwa yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gadai motor dapat dibenarkan dalam hukum Islam selama memenuhi syarat-syarat tertentu seperti akad yang jelas, tidak mengandung riba, dan adanya keadilan bagi kedua belah pihak. Namun, terdapat beberapa permasalahan dalam praktik di lapangan, seperti penetapan bunga yang tinggi dan penyalahgunaan barang jaminan oleh penerima gadai, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan keberkahan dalam Islam. Studi ini menyarankan adanya regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih baik untuk memastikan praktik gadai dengan jaminan motor dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, diharapkan praktik ini dapat memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi masyarakat tanpa melanggar ketentuan hukum Islam. 
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Abstract:

Pawn, as a form of muamalah transaction, is often used by the public to obtain loans by submitting valuable goods as collateral. This study aims to assess the suitability of the increasingly popular motorcycle pawn practice in Indonesia with the principles of Islamic law. The research method used is a normative approach with qualitative analysis of Islamic legal literature and relevant fatwas. The results show that motorcycle pawning is acceptable in Islamic law as long as it fulfills certain conditions such as the existence of a clear contract, does not contain elements of usury, and upholds justice for both parties. However, several problems were found in practice, such as high interest rates and misuse of collateral by the pawnbroker, which contradict the principles of justice and blessing in Islam. This study suggests stricter regulations and better supervision to ensure that the practice of pawning with motorcycle collateral runs in accordance with sharia principles. Thus, it is expected that this practice can provide optimal economic benefits for the community without violating the provisions of Islamic law. 
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A. PENDAHULUAN 
Manusia memang terlahir sebagai individu, namun kodratnya tidak memungkinkannya hidup mandiri. Dorongan alami ini, yang dikenal sebagai gregariousness, mengantarkannya untuk hidup berkelompok dan saling bergantung dalam memenuhi kebutuhan hidup bersama. Hubungan timbal balik ini, disadari atau tidak, menjadi fondasi interaksi sosial yang disebut muamalat. Di sanalah setiap individu melakukan aktivitas dan menjalin hubungan dengan sesamanya. Dalam muamalat, setiap individu terlibat dalam interaksi timbal balik dan saling memengaruhi..
 
Muamalah tidak hanya tentang pertukaran barang atau jasa, tetapi juga terikat erat dengan hak dan kewajiban. Setiap orang memiliki hak yang harus dihargai dan kewajiban yang harus ditunaikan kepada orang lain. Hukum muamalah berperan sebagai penengah dalam hubungan ini, bertujuan untuk meminimalisir konflik kepentingan dan mencapai kesejahteraan bersama. 
Islam sebagai agama yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia, mengajarkan umatnya untuk saling tolong menolong. Ajaran ini diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam urusan keuangan. Muslim yang mampu diwajibkan untuk membantu yang kesusahan, baik melalui pemberian langsung maupun pinjaman. Dalam bermuamalat, praktik tolong menolong ini dapat dilakukan melalui perjanjian utang piutang, dengan atau tanpa jaminan barang. Pinjaman dengan jaminan barang biasa disebut dengan utang gadai. 
Lembaga keuangan bertindak sebagai penghubung antara individu yang memiliki dana surplus (masyarakat) dengan individu atau pihak yang membutuhkan dana. Mereka berperan sebagai fasilitator, menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkannya. Keberadaan lembaga keuangan bertujuan untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
 
Meskipun praktik gadai sudah ada sejak lama, modernitas telah membawa realitas yang lebih kompleks. Kemajuan teknologi dan industri keuangan telah mengubah cara bertransaksi, termasuk dalam praktik gadai telah berubah bagaimana transaksi dilakukan, termasuk dalam praktik gadai.  Karena itu penting untuk bahwa prinsip - prinsip Islam dipatuhi dengan melanjutkan bisnis seperti biasa dengan perjanjian pinjaman bahwa prinsip - prinsip Islam ditaati dengan melanjutkan bisnis seperti biasa dengan perjanjian pinjaman.  
Masa kini yang penuh kemajuan menghadirkan berbagai hal baru dalam kehidupan masyarakat. Bersamaan dengan itu, muncul pula permasalahan baru, khususnya terkait agama dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan ini diukur berdasarkan hukum Islam, apakah suatu tindakan halal atau haram. Contohnya, dalam situasi darurat yang membutuhkan dana cepat untuk keperluan tak terduga, banyak masyarakat Indonesia yang menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang, salah satunya dengan meminjam uang kepada orang atau lembaga tertentu. Pinjaman ini biasanya disertai dengan jaminan. Jaminan tersebut tidak dapat dikembalikan sebelum peminjam melunasi hutangnya. Praktek ini dikenal masyarakat awam sebagai gadai. 
Agama Islam mengenalkan gadai dengan sebutan rahn yang berarti pengekangan, kewajiban atau gadai, yaitu benda yang bertindak. Namun dengan berjalannya waktu dan zaman yang semakin berkembang, banyak masyarakat yang masih awam dengan hukum gadai. Pemberi pinjaman tidak diperkenankan menggunakan barang dalam jangka waktu yang lama. Pada praktik gadai motor, pemilik dapat kembali mendapatkan motornya jika berhasil melunasi pinjaman tanpa batasan waktu. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan gadai motor dalam jangka panjang berpotensi menyebabkan kerusakan pada kendaraan.
 
Di sisi lain, praktik gadai motor yang marak di masyarakat seringkali mengabaikan prinsip-prinsip syariah Islam. Contohnya, praktik gadai motor yang melibatkan tiga pihak: pemilik motor (rahin), pemberi pinjaman (murtahin), dan pihak penyewa. Dalam praktik ini, rahin menyerahkan motor kredit yang belum lunasi kepada murtahin sebagai jaminan pinjaman. Kredit sepeda motor menjadi jaminan, syaratnya dalam jangka waktu pembayaran atau kredit yaitu belum dibayar lunas.  
Manusia memiliki berbagai macam kebutuhan yang berkaitan erat dengan aktivitas muamalah, seperti jual beli, utang piutang, dan penitipan barang.Interaksi ini melahirkan hak dan kewajiban yang harus dihormati dan dijalankan oleh setiap individu. Islam, sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, menghadirkan aturan muamalah untuk menuntun manusia dalam bertransaksi dan menjalin hubungan antar individu. Aturan ini bertujuan untuk menciptakan tatanan kehidupan yang adil, harmonis, dan berkelanjutan. 
Di Indonesia, pegadaian masih menjadi salah satu lembaga resmi yang sah secara hukum untuk menyalurkan pembiayaan dalam bentuk kredit gadai. Pegadaian memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan finansialnya dengan memberikan pinjaman uang berdasarkan sistem gadai yang telah diatur.  
Pegadaian tetap bertanggung jawab kepada pegadaian untuk membayar uang untuk memperoleh hak sepenuhnya atas barang-barang itu, karena menurut ketentuan - ketentuan hukum hipotek yang bersangkutan dengan barang - barang yang dijadikan jaminan, maka salah satu barang itu  harus menjadi milik hukum dan keseluruhannya. Pegadaian dan tidak boleh dikaitkan dengan hak orang lain.
 
Adapun alasan yang melatarbelakangi peneliti untuk mengangkat judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai dengan Jaminan Motor Kredit" untuk jurnal penelitian ini karena masalah ini sangat penting dan relevan. 
Pertama, banyak orang menggunakan sistem gadai dengan jaminan motor kredit untuk mendapatkan uang. Hal ini memengaruhi kehidupan ekonomi banyak orang. Kedua, dalam agama Islam, ada aturan khusus terkait pinjaman dan bunga (riba). Tinjauan hukum Islam dapat membantu memahami apakah praktik ini sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam atau tidak. Ketiga, melalui penelitian ini, kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perspektif hukum Islam terhadap berbagai instrumen dan praktik keuangan modern. Hal ini membuka jalan bagi pemahaman yang lebih komprehensif tentang hubungan antara nilai-nilai agama dan aktivitas keuangan di masa kini. 
Dengan judul ini, peneliti akan mencoba melihat apakah praktik gadai dengan jaminan motor kredit melanggar aturan agama Islam atau tidak. Hal ini penting karena bisa memberikan saran atau solusi agar praktik ini bisa lebih sesuai dengan nilai-nilai agama Islam jika memang ada konflik. Jadi, judul ini akan membantu kita memahami lebih dalam tentang hubungan antara hukum Islam dan praktik ekonomi modern seperti gadai dengan jaminan motor kredit. 
B. PEMBAHASAN

1. Konsep Gadai Dalam Hukum Islam 
Fiqh muamalah mengatur tentang perjanjian gadai yang disebut rahn. Istilah rahn dalam bahasa Arab berarti menjadikan barang berharga sebagai jaminan atas hutang. Dalam praktik rahn, pihak yang berhutang diberi kelonggaran untuk melunasi hutangnya atau memanfaatkan sebagian manfaat dari barang jaminan tersebut. 
Dalam Musnad al-Syafi’I, dijelaskan bahwa rahn adalah akad tolong menolong (ta'awun) dengan skema pinjaman, bukan pertukaran. Barang yang digadaikan menjadi bukti kepercayaan pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman berhak atas harta yang digadaikan, namun peminjam dapat melunasinya dan mengambil kembali hartanya.
  
Landasan hukum yang membolehkan adanya praktek gadai (rahn) tercantum dalam Q.S Al-Baqarah ayat 283:
 
Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.  
Sebagai bukti dari As-Sunnah, terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah yang berbunyi: “Bahwasannya 
Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan (menggadaikan) kepadanya baju besinya” (H.R. Bukhari dan Muslim) 
Dari ayat Al-Qur’an dan beberapa hadits diatas dapat dipahami bahwa bermuamalah dengan non-Muslim pun diperbolehkan, dengan catatan terdapat jaminan yang kokoh untuk melindungi hak pemberi pinjaman. Para ulama sepakat bahwa gadai merupakan praktik yang sah dan tidak ada keraguan mengenai kebolehannya, baik secara hukum maupun syariat. 
Dalam pasal 329 KHES, yaitu rukun gadai adalah:
  
a. Ijab qabul (Sighat) 
b. Pihak yang menggadaikan (Rahin) 
c. Pihak yang menerima gadai (Murtahin) 
d. Objek yang diakadkan (Maq’ud ‘alaih) 
e. Hutang (Marhun Bih) 
Adapun syarat gadai atau rahn, yaitu:
  
1. Syarat Aqid (orang yang berakad)  
Mengenai pengelolaan harta benda (tasharuf), khususnya terkait gadai, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah kecakapan dalam hukum Islam. Menurut jumhur ulama, kecakapan bertindak hukum ini dimiliki oleh orang yang sudah baligh dan berakal. Sementara menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang melakukan akad gadai tidak harus sudah baligh, namun harus berakal dan bisa membedakan baik dan buruk (mumayiz). 
2. Syarat Shigat (Lafadz) 
Para Fuqaha sepakat bahwa perjanjian gadai menjadi sah dan mengikat kedua belah pihak ketika barang yang digadaikan telah diserahkan kepada pihak yang menerima gadai. Proses penyerahan ini disebut dengan qabdh. Dengan demikian, lafadz ijab qabul dalam gadai, yang bisa dilakukan secara tertulis maupun lisan, harus menunjukkan adanya kesepakatan gadai dan tidak boleh disyaratkan dengan hal-hal yang bertentangan dengan gadai itu sendiri. Intinya, ijab qabul dan qabdh harus ada agar gadai menjadi sah. 
3. Syarat Marhun (Barang yang dijadikan agunan) 
Sebuah barang harus memenuhi beberapa kriteria agar sah dijadikan jaminan utang. Pertama, barang tersebut tidak boleh rusak sebelum janji utang dibayarkan. Hal ini untuk memastikan bahwa jaminan memiliki nilai yang memadai untuk melunasi utang. Kedua, barang tersebut tidak boleh terikat dengan hak orang lain. Artinya, barang tersebut harus bebas dari sita, hipotek, atau hak pihak lain yang dapat menghalangi debitur untuk menjualnya. Ketiga, barang tersebut harus milik sah debitur. Debitur tidak bisa menjaminkan barang milik orang lain tanpa persetujuan pemiliknya. Keempat, barang tersebut harus dapat dijual. Hal ini penting agar kreditor dapat dengan mudah merealisasikan jaminan tersebut jika debitur gagal membayar utangnya. Kelima, nilai barang tersebut harus seimbang dengan besarnya utang. Artinya, nilai jaminan harus cukup untuk melunasi seluruh utang debitur.  
4. Syarat Marhun Bih (Utang) 
Marhun bih (utang) harus memenuhi beberapa ketentuan. Pertama, Marhun bihi harus berupa barang yang bermanfaat. Barang yang tidak memiliki manfaat tidak dapat dijadikan jaminan. Kedua, Marhun bihi harus berupa barang yang jumlahnya dapat dihitung. Hal ini berarti nominal utang harus jelas dan pasti. Dengan kata lain, Marhun bihi tidak boleh berupa barang yang tidak memiliki nilai guna atau nominal utang yang tidak terdefinisi. 
Selain rukun dan syarat diatas, terdapat pula hak dan kewajiban pemberi gadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin) sebagai berikut:
 
1. Hak Penerima Gadai (Murtahin) 
a. Murtahin dapat menanggung sendiri biaya administrasi yang dikeluarkan untuk menjaga keamanan harta benda gadai (marhun). 
b. Murtahin berhak menahan marhun hingga seluruh utang 
(marhun bih) lunas dibayarkan 
c. Apabila si peminjam (rahin) tidak sanggup melunasi hutangnya tepat waktu, maka si pemberi pinjaman (murtahin) berhak menyita dan menjual barang yang digadaikan (marhun). Uang hasil penjualan digunakan untuk melunasi hutang (marhun bih), dan sisanya dikembalikan kepada si peminjam. 
2. Kewajiban Penerima Gadai (Murtahin) 
a. Murtahin menanggung kerugian atas hilangnya atau turunnya nilai marhun akibat kelalaiannya. 
b. Penggunaan barang gadai untuk kepentingan pribadi oleh Murtahin dilarang. 
c. Murtahin harus memberi tahu rahin sebelum melakukan pelelangan harta benda gadai. 
3. Hak Pemberi Gadai (Rahin) 
a. Harta benda yang digadaikan dapat dibiayai atau disimpan oleh Rahin. 
b. Rahin berhak mendapatkan kembali harta bendanya setelah melunasi pinjaman. 
c. Jika harta benda yang digadaikan mengalami kerusakan atau hilang, Rahin berhak menuntut ganti rugi. 
d. Rahin memiliki hak atas selisih hasil penjualan harta benda yang telah digadaikan setelah dipotong dengan biaya pinjaman dan biaya lain yang terkait. 
e. Hak Rahin untuk mendapatkan kembali harta benda gadainya sah apabila terbukti terjadi penyimpangan. 
4. Kewajiban Pemberi Gadai (Rahin) 
a. Rahin bertanggung jawab untuk melunasi hutang yang diterimanya (marhun bih) dalam waktu yang disepakati, termasuk biaya tambahan. 
b. Merawat barang yang digadaikan (harta barang gadai) pada dasarnya adalah tanggung jawab pemberi gadai (rahin). Meskipun perawatan dilakukan oleh penerima gadai (murtahin), biayanya tetap ditanggung oleh rahin. 
c. Rahin harus siap menjual barang yang digadaikan (mahrun) jika tidak mampu melunasi pinjamannya dalam jangka waktu yang ditentukan. 
2. Praktik Gadai dengan Jaminan Motor Kredit 
Tingginya harga kebutuhan pokok mendorong masyarakat mencari cara untuk mendapatkan uang, termasuk dengan melakukan jual beli, sewa menyewa, berhutang, dan menggadaikan barang. Salah satu cara yang banyak dilakukan adalah menggadaikan motor kredit, yang menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini. Gadai menjadi solusi bagi masyarakat yang mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Praktik menggadaikan motor kredit ini cukup marak dilakukan oleh masyarakat. 
Dalam praktik gadai, terdapat pula peran perantara yang membantu melancarkan proses gadai dengan jaminan motor. Perantara ini membantu penggadai menemukan pemberi pinjaman dengan cepat dan mudah, sehingga penggadai dapat memperoleh uang dengan cepat. Namun, jasa perantara ini jarang digunakan. Bagi pemberi pinjaman, gadai merupakan cara untuk mendapatkan barang dengan cepat, biasanya untuk dimanfaatkan. Penggadai dan pemberi pinjaman saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Penggadai membutuhkan dana cepat, sedangkan pemberi pinjaman mencari peluang investasi dengan jaminan. Meskipun gadai dirasa membantu, praktik ini mengandung risiko yang besar. 
Praktik gadai motor ini marak terjadi di antara teman, saudara, maupun tetangga. Motor-motor tersebut dibeli secara kredit dari dealer. Namun, karena berbagai alasan, seperti kebutuhan finansial rumah tangga atau untuk melanjutkan pembayaran angsuran, pemilik terpaksa menggadaikan motor kredit mereka. Alasan menggadaikan motor kredit ini beragam, mulai dari kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah keuangan, hingga untuk memenuhi kebutuhan lain yang tidak terduga. Dalam proses gadai motor kredit, tidak ada bukti tertulis yang mengikat antara penggadai dan pemegang gadai. Hal ini bergantung pada rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Jika terjadi kecurangan, pemegang gadai yang dirugikan. Mereka bisa kehilangan motor jika pemiliknya tidak melunasi angsuran kredit. Jangka waktu gadai minimal 2-3 bulan. Jika terjadi masalah pembayaran, pemegang gadai harus rela melepaskan motor dan menunggu pelunasan hutang oleh penggadai hingga jatuh tempo.
 
Meskipun praktik gadai motor kredit ini menjadi solusi alternatif bagi pemilik motor yang terdesak kebutuhan uang tetapi tidak ingin kehilangan aset mereka secara permanen, perlu diingat bahwa gadai motor kredit memiliki konsekuensi, seperti potensi kehilangan motor jika tidak dapat melunasi pinjaman tepat waktu, dan juga dikenakan bunga pinjaman. Oleh karena itu, penting bagi pemilik motor untuk mempertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan menggadaikan motor kredit mereka dan menjaga kepercayaan karena pemegang gadai berisiko lebih besar. 
Dapat disimpulkan, praktik gadai motor kredit mengandung potensi kerugian bagi kedua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang menggadaikan motor (penggadai) dan pihak yang menerima gadai (penerima gadai). Penerima gadai was-was jika motor disita leasing karena penggadai menunggak angsuran, sedangkan pemegang gadai khawatir uangnya lama kembali. Oleh karena itu, dalam praktik gadai jenis ini, kehati-hatian dan kesepakatan yang kokoh antara kedua pihak mutlak diperlukan untuk menghindari masalah dan kerugian bagi siapapun. 
3. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai dengan Jaminan Motor Kredit 
Dalam konteks Islam, prinsip-prinsip ekonomi syariah mengatur proses gadai agar sesuai dengan ajaran agama. Ketika barang yang akan digadaikan masih dalam kredit, terdapat beberapa pertimbangan tambahan yang harus diperhatikan agar transaksi tersebut tetap sesuai dengan prinsip syariah. 
Pertama-tama sebelum memulai akad gadai, penerima gadai dan pemberi gadai harus meninjau kembali syarat-syarat dasarnya sebagai berikut:
 
1. Pihak yang terlibat harus memiliki kecerdasan yang memadai, telah mencapai usia dewasa, bebas dari tekanan atau paksaan, dan tidak memiliki harta yang diperoleh secara haram untuk dijadikan jaminan. 
2. Barang Gadai Harus Utuh : Untuk digadaikan, barang harus utuh, tidak bercacat, dan tidak memiliki hutang lain yang belum selesai dibayarkan. 
3. Barang Gadai Harus Bernilai : Barang yang digadaikan harus bernilai harta dalam pandangan Islam, tidak boleh menggadaikan barang haram seperti khamr (minuman keras). 
4. Lafadz dalam Ijab Qabul Jelas : Lafadz yang diucapkan saat ijab kabul harus dimengerti dengan jelas oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. 
5. Syarat pada Sighat Tidak Terkait dengan Sesuatu Syarat: Transaksi gadai harus dilakukan secara langsung dan tidak boleh disertai dengan persyaratan tambahan yang rumit. 
Praktik gadai atau rahn merupakan salah satu cara yang digunakan dalam masyarakat untuk memperoleh dana dengan menjaminkan barang. Seiring dengan perkembangan zaman, bentuk barang yang dijaminkan juga berkembang, termasuk kendaraan bermotor yang dibeli dengan sistem kredit. Namun, muncul pertanyaan mengenai keabsahan praktik ini menurut hukum Islam, khususnya dalam pandangan empat imam madzhab besar: Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali. Berikut hasil analisis peneliti mengenai pandangan 4 ulama tersebut:
 
a. Pandangan Madzhab Hanafi 
 Prinsip Dasar Gadai dalam Madzhab Hanafi: Madzhab Hanafi menekankan bahwa barang yang digadaikan harus sepenuhnya dimiliki oleh penggadai. Dalam konteks motor kredit, kepemilikan penuh belum terjadi sampai seluruh cicilan dilunasi, sehingga menurut pandangan madzhab Hanafi, tidak sah dijadikan jaminan gadai. 
Dalil dan Dasar Hukum Hanafi 
Dalil yang digunakan oleh madzhab Hanafi termasuk QS. Al-Baqarah: 283 dan Hadis dari Aisyah RA bahwa Nabi Muhammad SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan baju besinya (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam hadis ini, baju besi milik Nabi SAW sepenuhnya milik beliau, menunjukkan bahwa barang jaminan harus dalam kepemilikan penuh. 
Kaidah Fiqih Hanafi 
لَ تصح الرهن في غير المملوك  
“Tidak sah gadai pada barang yang tidak dimiliki”. 
Dalam pandangan madzhab Hanafi, motor kredit yang masih dalam status cicilan tidak memenuhi syarat kepemilikan sempurna. Hal ini berarti motor tersebut belum sepenuhnya menjadi milik pembeli hingga seluruh cicilan dilunasi dan sertifikat kepemilikan berpindah tangan secara penuh dari lembaga pembiayaan kepada pembeli. 
b. Pandangan Madzhab Maliki 
 Prinsip Dasar Gadai dalam Madzhab Maliki: Madzhab Maliki menekankan pentingnya kepemilikan penuh dan bebas dari klaim pihak ketiga untuk barang yang dijadikan jaminan dalam akad gadai. Dalam konteks motor kredit, kepemilikan penuh belum terjadi sampai seluruh cicilan dilunasi, sehingga menurut pandangan madzhab Maliki, tidak sah dijadikan jaminan gadai. 
 Dalil dan Dasar Hukum Maliki 
Dalil yang digunakan oleh madzhab Maliki termasuk QS. Al-Baqarah: 283 dan Hadis dari Aisyah RA bahwa Nabi Muhammad SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan baju besinya (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam hadis ini, baju besi milik Nabi SAW sepenuhnya milik beliau, menunjukkan bahwa barang jaminan harus dalam kepemilikan penuh.  
Kaidah Fiqih Maliki 
 كل ما فيه الغرر فهو باطل  
“Setiap yang mengandung gharar adalah batil”. 
Gharar atau ketidakpastian dalam kepemilikan motor kredit menjadi salah satu alasan utama mengapa akad gadai dengan jaminan motor kredit tidak sah. Risiko bahwa motor bisa ditarik oleh lembaga pembiayaan jika terjadi wanprestasi menimbulkan ketidakpastian yang signifikan dalam akad gadai. 
c. Pandangan Madzhab Syafi’i 
 Prinsip Dasar Gadai dalam Madzhab Syafi’: Madzhab Syafi’i memiliki pandangan serupa dengan madzhab Hanafi dan Maliki dalam hal kepemilikan barang yang digadaikan. Motor kredit yang masih dalam cicilan dianggap belum sepenuhnya dimiliki oleh pembeli, sehingga tidak sah dijadikan jaminan dalam akad gadai. 
Dalil dan Dasar Hukum Syafi’i 
Dalil yang digunakan oleh madzhab Syafi’i juga merujuk kepada QS. AlBaqarah: 283 dan hadis dari Aisyah RA tentang Nabi Muhammad SAW yang menjaminkan baju besinya. Dalam hukum Syafi’i, barang yang dijaminkan harus dalam kepemilikan penuh dan bebas dari unsur riba dan gharar. 
Kaidah Fiqih Syafi’i 
كل قرض جر نفعا فهو ربا  
“Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba”. 
Dalam pandangan madzhab Syafi’i, praktik gadai dengan jaminan motor kredit tidak sah karena adanya unsur ketidakpastian dalam kepemilikan dan potensi riba dalam akad kredit. Oleh karena itu, transaksi semacam ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dipegang oleh madzhab Syafi’i. 
d. Pandangan Madzhab Hanbali 
 Prinsip Dasar Gadai dalam Madzhab Hanbali: Madzhab Hanbali juga menekankan pentingnya kepemilikan penuh dan bebas dari klaim pihak ketiga untuk barang yang dijadikan jaminan dalam akad gadai. Motor kredit yang masih dalam status cicilan belum dianggap sepenuhnya dimiliki oleh pembeli, sehingga tidak sah dijadikan jaminan gadai menurut madzhab Hanbali. 
Dalil dan Dasar Hukum Hanbali 
Dalil yang digunakan oleh madzhab Hanbali termasuk QS. Al-Baqarah: 283 dan Hadis dari Aisyah RA tentang Nabi Muhammad SAW yang menjaminkan baju besinya. Dalam hukum Hanbali, barang yang dijaminkan harus dalam kepemilikan penuh dan bebas dari unsur riba dan gharar.
 Kaidah Fiqih Hanbali 
الغنم بالغرم  
“Keuntungan harus diikuti dengan tanggung jawab kerugian”. 
Madzhab Hanbali memandang bahwa motor kredit yang belum dilunasi cicilannya tidak memenuhi syarat untuk dijadikan jaminan gadai karena tidak ada kepemilikan penuh. Oleh karena itu, transaksi gadai dengan jaminan motor kredit tidak sah menurut pandangan madzhab Hanbali. 
Dalam perspektif hukum Islam, analisis status kepemilikan motor kredit sebagai jaminan melibatkan penelaahan terhadap prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi keuangan dan kepemilikan. Hukum Islam memiliki aturan yang jelas mengenai kepemilikan, pinjaman, dan penggunaan jaminan yang dikenal sebagai rahn (gadai). 
Pertama, dalam prinsip syariah, kepemilikan penuh suatu barang merupakan syarat untuk menjadikan barang tersebut sebagai jaminan. Dalam kasus motor kredit, kepemilikan penuh atas motor belum berada di tangan pembeli sampai seluruh cicilan dilunasi. Hingga saat itu, motor tersebut secara hukum masih menjadi milik lembaga pembiayaan. Karena itu, menurut hukum Islam, motor kredit tidak memenuhi syarat untuk dijadikan jaminan (rahn) karena pembeli belum memiliki hak milik sepenuhnya. 
Kedua, hukum Islam menekankan pada keadilan dan transparansi dalam transaksi. Penggunaan motor kredit sebagai jaminan dapat menimbulkan ketidakjelasan (gharar) mengenai hak milik dan tanggung jawab. Gharar adalah elemen ketidakpastian yang dilarang dalam transaksi syariah. Jika motor yang dijaminkan masih berada di bawah hak milik lembaga pembiayaan, ini dapat menimbulkan sengketa jika peminjam gagal melunasi kredit, mengakibatkan konflik kepentingan antara lembaga pembiayaan dan pemberi pinjaman baru. 
Ketiga, prinsip al-ghunm bil ghurm dalam hukum Islam mengajarkan bahwa keuntungan harus sejalan dengan risiko. Peminjam yang mencoba menjaminkan motor kredit mengambil risiko tambahan yang tidak sebanding dengan kepemilikannya. Jika motor tersebut ditarik oleh lembaga pembiayaan karena gagal bayar, peminjam kehilangan motor namun tetap menanggung utang baru, yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam syariah.  
Pemanfaatan barang gadai (marhun) dalam Islam menjadi perdebatan di kalangan ulama. Beberapa pendapat berbeda mengenai keabsahan dan batasan pemanfaatannya. Terdapat beberapa Madzhab yang memperbolehkan, yang pertama adalah Madhab Syafi’I yang memperbolehkan pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai (murtahin) dengan beberapa syarat, seperti: harus adanya izin penggadai yang menyetujui pemanfaatan barangnya dan kerusakan akibat pemanfaatan ditanggung oleh penerima gadai. Yang kedua adalah Madhab Maliki memperbolehkan pemanfaatan barang gadai dalam situasi darurat, seperti untuk mencegah kerusakan atau menanggung biaya pemeliharaan. 
Disamping itu, terdapat pula beberapa pendapat yang melarang yaitu Madhab Hanafi yang melarang pemanfaatan barang gadai karena dapat berpotensi merugikan penggadai dan bertentangan dengan tujuan gadai sebagai jaminan utang serta Madhab Hanbali yang melarang pemanfaatan barang gadai kecuali dalam situasi darurat yang mengancam keselamatan barang tersebut. Dengan berbagai amacam pandangan ulama terkait pemanfaatan barang gadai, umat Islam perlu berhati-hati dan mempertimbangkan berbagai pendapat ulama sebelum memutuskan untuk memanfaatkan barang gadai. 
Selain itu, dalam transaksi gadai Islam, ada prinsip keadilan yang harus dijunjung tinggi. Pihak yang memberikan gadai harus memperoleh manfaat yang wajar dari transaksi tersebut, dan pihak yang menerima gadai juga harus diberikan perlindungan yang cukup terhadap hak-haknya. Oleh karena itu, dalam kasus barang yang masih kredit, perlu ada kajian yang cermat mengenai nilai barang dan pembayaran kembali yang wajar agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak.  
Dalam Islam, gadai atau yang disebut rahn diperbolehkan sebagai solusi untuk membantu orang yang mengalami kesulitan keuangan. Pegadaian syariah, yang diperkenalkan sebagai alternatif bagi praktek gadai yang tidak sesuai dengan syariat Islam, memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi dalam gadai yang bebas riba dan sah secara hukum. Dalam pegadaian syariah, transaksi gadai dilakukan dengan memperhatikan syariat Islam, sehingga mengurangi kemungkinan adanya unsur riba. Namun, dalam beberapa kasus praktek gadai di Indonesia tidak sesuai dengan syariat Islam karena mengandung unsur riba yang diharamkan oleh Islam. Untuk mengatasi ini, beberapa alternatif telah dikemukakan, seperti menggadaikan barang secara syariah dan memastikan bahwa pemberi dan penerima gadai memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Berikut beberapa solusi dan alternatif praktik gadai dalam hukum Islam, yakni:
 
a) Akad Ijarah 
Dalam akad ijarah (sewa), lembaga pembiayaan menyewakan motor kepada pembeli hingga cicilan lunas. Ini memungkinkan penggunaan motor tanpa memindahkan kepemilikan penuh hingga akhir masa sewa. Hal ini menghindari unsur gharar dan riba. 
b) Musyarakah Mutanaqisah 
Akad ini melibatkan pembelian secara bertahap oleh pembeli, di mana kepemilikan motor secara berangsur-angsur berpindah ke tangan pembeli. Setiap kali cicilan dibayar, porsi kepemilikan pembeli bertambah hingga akhirnya menjadi penuh. Ini memastikan kepemilikan sempurna sebelum motor dijadikan jaminan gadai. 
c) Akad Murabahah 
Akad murabahah bisa diterapkan di mana lembaga keuangan membeli motor dan menjualnya kembali kepada pembeli dengan margin keuntungan yang disepakati, menghindari riba dan ketidakpastian. Pembeli membayar secara angsuran dengan kepemilikan penuh berpindah setelah semua angsuran dilunasi. 
C. Penutup 
Praktik gadai, sebagai salah satu bentuk muamalah, sering digunakan dalam masyarakat untuk memperoleh pinjaman dengan menyerahkan barang berharga sebagai jaminan. Namun, seiring berkembangnya zaman, masyarakat mulai mengahalalkan segala cara demi memperoleh pinjaman, salah satunya dengan memberikan barang jaminan yang masih kredit (belum sepenuhnya milik penerima gadai) kepada pemberi gadai. 
Meskipun Islam telah mengatur prinsip-prinsip mengenai gadai, perlu diingat bahwa gadai menggunakan jaminan yang masih kredit tentunya memiliki konsekuensi, seperti potensi kehilangan barang tersebut jika tidak dapat melunasi pinjaman tepat waktu, dan juga dikenakan bunga pinjaman. Maka dari itu, penting bagi penerima gadai untuk mempertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan menggadaikan barang untuk jaminan mereka yang masih kredit dan menjaga kepercayaan karena pemegang gadai berisiko lebih besar. 
Dari analisis pandangan empat imam madzhab, jelas bahwa praktik gadai dengan jaminan motor kredit tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Kepemilikan tidak sempurna, adanya unsur gharar, dan larangan riba semuanya menunjukkan bahwa motor kredit tidak sah dijadikan jaminan dalam akad gadai. Namun, alternatif solusi seperti akad ijarah, musyarakah mutanaqisah, dan murabahah dapat diterapkan untuk memastikan bahwa transaksi keuangan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, bebas dari gharar dan riba, serta adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat.
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